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ABSTRAK

Legalisasi implementasi Syari’at Islam yang diberikan Pemerintah Pusat
Indonesia kepada Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berdasarkan Undang-
Undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001
adalah sebagai salah satu solusi untuk menyelesaikan konflik vertikal. Kedua
undang-undang tersebut telah memberikan peluang kepada para ulama yang
terhimpun dalam sebuah lembaga, yaitu; Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)
untuk berperan dalam membangun daerah menjadi islami, dengan cara
mengimplementasikan Syari’at Islam secara kaffah. Posisi ulama dan pemerintah
sejajar, tetapi wewenang dan fungsi mereka berbeda. Namun dalam upaya
mengimplementasikan Syari’at Islam di Kota Lhokseumawe, telah terjadi konflik
kepentingan antara MPU dan Pemerintah, sehingga implementasi Syari’at Islam
terhambat.

Tesis ini menggunakan metode penelitian studi kasus dengan pendekatan
kualitatif deskriptif. Peneliti merupakan instrumen penelitian, yang difokuskan
pada konflik kepentingan antara MPU dan Pemerintah Daerah Kota
Lhokseumawe dalam implementasi Syari’at Islam bidang kemasyarakatan, yang
meliputi perihal tata cara berbusana dan berperilaku. Data peneltian diperoleh
lewat observasi, wawancara mendalam dan dokumen.

Tujunn penelitian ini adalah untuk mengetahui kenapa terjadi konflik
antara MPU dan Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe dalam implementasi
Syari’at Islam, khususnya bidang kemasyarakatan. Selanjutnya juga untuk
mengetahui bagaimana dampak konflik tersebut terhadap perubahan struktur
Pemerintahan Kota Lhokseumawe.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik kepentingan antara MPU dan
Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe terjadi disebabkan oleh perbedaan posisi
dan wewenang yang mereka miliki. Dampak konflik tersebut adalah telah
menyebabkan perubahan struktur Pemerintah Kota Lhokseumawe,yaitu telah
diakomodir usul-usul dan kepentingan-kepentingan MPU dalam kebijakan dan
keputusan pemerintah. Selain itu, konflik juga telah membangkitkan semangat
para ulama untuk berpolitik.

Akhirnya, berdasarkan hasil penelitian disarankan kepada semua pembaca
agar tidak menganggap konflik selalu destruktif. Bahkan kadang-kadang konflik
perlu diciptakan guna memprakarsai perubahan. Kepada MPU dan Pemerintah
Kota Lhokseumawe, agar konflik yang terjadi dapat lebih dieliminir lagi jika
sifatnya destruktif dan diambil hikmahnya. Utamakan kemaslahatan ummat di
atas‘kepemingan pn'bac_ii, kelompok dan golongan. Peneliti selanjutnya sebaiknya
melihat secara pskologisnya selain secara sosiologis.
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